KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 596 TAHUN 2000

TENTANG

RENCANA DETAIL KAWASAN PARIWISATA IMOGIRI

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa kawasan Imogiri memiliki nilai yang tinggi terkait dengan sejarah keberadaan Kraton Yogyakarta dan Surakarta dengan Aspek social, budaya dan ekonomi berupa aktivitas, adat-istiadat, kebudayaan masyarakat, lingkungan Makam Raja-raja Mataram dan Kawasan Kota Lama Imogiriserta potensi alam berupa Kawasan Bendung Tegal dan Goa Cermai;

b. bahwa untuk mewujudkan Kawasan Imogiri yang lestari sebagai Kawasan Budaya tanpa Meninggalkan pembangunan sebagai kawasan hunian dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap kelompok masyarakat, perlu memanfaatkan potensi kawasan sebagai tempat tujuan wisata budaya dan alam;

c. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b, perlu dilakukan usaha pelestarian asset-asset wisata budaya dan alam di Kawasan Imogiri, penyesuaian fungsi-fungsi yang mendukung budaya dan pariwisata disamping hunian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang secara terencana, serta pemeliharaan kesinambungan pembangunan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi kecil dan menengah yang berbasis masyarakat dan sector swasta, dengan fasilitator Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rencana Detail Kawasan Pariwisata Imogiri (RDKP Imogiri);

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabpaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

12. Peraturan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1992 tentang Rencana Detail Tata Ruang  Kota (RDTRK) Imogiri;

13. Peraturan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang  (RUTR) Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 11 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembantukan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul; 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL KAWASAN PARIWISATA IMOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daaerah;

5. Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) Imogiri yang selanjutnya di sebut RDKP Imogiri adalah seperangkat pedoman yang berisi pilihan arahan dan program pengembangan pariwisata di kecamatan Imogiri;

6. Imogiri adalah penyebutan suatu kawasan se-kecamatan Imogiri dengan berbagai potensi social, budaya, ekonomi, dan alam didalamnya, dengan batas-batas :

a. Utara adalah Kecamatan Jetis dan Pleret Kabupaten Bantul;

b. Timur adalah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

c. Selatan adalah Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul;

d. Barat adalah Kecamatan Jetis dan Pundong Kabupaten Bantul;

7. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. 

BAB II

PENDEKATAN, TUJUAN DAN SASARAN SERTA FUNGSI

Bagian Pertama

Pendekatan

Pasal 2

RDKP Imogiri menggunakan pendekatan :

a. Sosial ekonomi, yaitu pendekatan pariwisata pedesaan dalam konteks pengembangan pariwisata pedesaan yang berkelanjuata (rural sustainable tourism);

b. Budaya yaitu pendekatan pelestarian, pembangunan dan pemanfaatan;

c. Keruangan yaitu pendekatan makro-meso dan mikro (Daerah Istimewa Yogyakarta-Kabupaten Bantul-kecamatan Imogiri-obyek-obyek);

d. Manajemen yaitu pendekatan partisipasi (keterlibatan) masyarakat;

e. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bantul yang disesuaikan dengan RIPPDA Kabupaten Bantul Tahun 2000 yaitu konsep pengembangan obyek daya tarik wisata (ODTW) dan aspek-aspek penunjangnya.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

RDKP Imogiri bertujuan untuk memberikan pilihan arahan-arahan pengembangan kepariwisataan di Imogiri dalam rangka pelestarian berbagai macam potensi wisata yang ada disana untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyrakat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempertinggi kinerja pengembangan pariwisata yang akhirnya mampu menunjang Pembangunan Daerah. 

Bagian Ketiga

Sasaran 

Pasal 4

RDKP Imogiri mempunyai sasaran :

a. Mengembangkan konsep perencanaan pengembangan dfan pengelolaan kepariwisataan yang ramah lingkungan demokratis-akomodatif (berpihak pada masyrakat yang mampu mengakomodasi semua kepentingan) dan selalu menjaga kelestarian berbagai macam potensi yang ada dngan memantapkan pembangunan kepariwisataan di Imogiri;

b. Merumuskan setrategi Aplikatif dan pentahapan (skala prioritas) pengembangan kepariwisataan di Imogiri;  

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RDKP imogiri adalah :

a. Pedoman dan arahan bagi semua pihak untuk mewujudkan daerah Kecamatan Imogiri sebagai kawasan wisata terpadu;

b. Pedoman dan arahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, promosi wisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, serta peluang investasi pengembangan;

c. Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sub Sektor Pariwisata;

d. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata;

e. Penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor pariwisata berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupten;

BABA III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Pertama

Kedudukan 

Pasal 6

Kedudukan RDKP imogiri adalah :

a. Dasar pemikiran dan pertimbangan dalam melakukan penyusunan rencana dan program pengembangan kepariwisataan di Imogiri;

b. Dasar pemikiran dan pertimbangan dalam melakukan penyusunan Rencana Detail Teknis pada potensi atau obyek-obyek wisata yang ada di Imogiri;

Bagian Kedua

Jangka waktu

Pasal 7

RDKP Imogiri dapat digunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN,

SERTA ARAHAN RENCANA PENGEMBANAGN PARIWISATA

IMOGIRI

Bagian Pertama

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Imogiri

Pasal 8

Kebijakan pengembangan pariwisata Imogiri adalah :

a. Meningkatkan keragaman dan kualitas produk sumber daya (potensi) pariwisata, serta lingkungan secara integral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kualitas hidup;

c. Menerapkan aspek dn visi pelestarian dalam mengembangkan kepariwisataan baik terhadap obyek daya tarik  wisata alam, akses, sarana (fasilitas), lingkungan fisik, dan lingkungan kondisi ekonomi social budaya masyarakat;

d. Menempatkan Imogiri sebagai salah satu daerah pengembangan pariwisata penyangga dengan tema pokok pengembangan wisata budaya dan kerajinan;

e. Meningkatkan kontribusi sector pariwisata bagi peningkatan pendapatan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan pendapatan asli daerah (PAD) bantul.

Bagian Kedua

Startegi Pelestarian dan pengembangan pariwisata Imogiri

Pasal 9

Strategi pelestarian dan pengembangan pariwisata Imogiri meliputi :

a. Jenis potensi obyek dan daya tarik pariwisata :

1. Strategi Pelestarian :

a) Penetapan obyek sebagai benda cagar budaya;

b) Dokumentasi;

2. strategi pengembangan :

a) perbaikan dan renofasi;

b) pengelolaan dengan pemeliharaan berkala;

b. Jenis potensi obyek daya tarik wisata alam :

1. Strategi pelestarian :

a) pengaturan penyediaan sarana yang sesuai dengan  daya tarik dukung;

b) reboisasi penghijauan 

2. Strategi pengembangan 

Perbaikan lanskap (landscape) lingkungan sekitar daya tarik wisata;

c. jenis potensi akses (pencapaian dan rute) :

1. Strategi pelestarian :

a) Pengendalian pemekaran area urban dan rural ;

b) Penjagaan ruang terbuka dan area persawahan;

2. Strategi pengembangan :

a) Paket wisata;

b) Pengembangan koridor wisata;

d. jenis potensi sarana (fasilitas)

1. strategi pelestarian :

Pemilihan penyediaan sarana wisata secara tidak berlebihan

2. strategi pengembangan :

a) Pemeliharaan bangunan local atau tradisional

b) Pengaturan penyedaiaan sarana lingkungan

e. jenis potensi lingkungan fisik (kontek fisik) :

1. Strategi pelestarian :

Pengaturan ruang atau zonasi peruntukan lingkungan fisik.

2. Strategi pengembangan:

Penetapan aturan bangunan dan lingkungan

f. Jenis potensi lingkungan kondisi ekonomi social budaya masyarakat (konteks nonfisik) :

1. Setrategi pelestarian :

a) Pembentukan sentra-sentra usaha 

b) Pembantukan kelompok-kelompok seni budaya

2. Setrategi pengembangan :

a) Pembinaan pengelolaan usaha menengah dan kecil 

b) Pembrian bantuan modal dan pemasaran produk 

c) Penciptaan dan penyelenggaraan atraksi-atraksi seni budaya


Bagian Ketiga

Arahan Rencana Pengembangan Pariwisata Imogiri

Pasal 10

(1) Pengembangan potensi-potensi wisata di Imogiri dilakukan dengan pembentukan kluster-kluster obyek wisata, yang intinya adalah pengelompokan beberapa potensi wisata dan penetapan area konsentrasi pengembangannya;

(2) Pembantukan kluster sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu akses (pencapaian dan rute) wisata kedekatan antar obyek, karakter menonjol obyek dan pengembangan obyek potensial.

(3) Kluster-kluster dimaksud ayat (1) adalah :

a. Kluster Makam Raja-raja Imogiri;

b. Kluster local Imogiri;

c. Kluster Kebonagung

d. Kluster Goa Cermai;

(4) Pada tiap kluster sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan rencana pengembangan pada :

a. Obyek, kegiatan dan daya tarik wisata (attraction)

b. Pencapaian dan rute wisata (access)

c. Fasilitas dan jasa wisata (amenities)

d. Konteks fisik yang merupakan penjabaran manajemen fungsi terdiri dari identifikasi aktivitas dan kemungkinan pengembangan.

Paragraf 1

PENGEMBANGAN KLUSTER MAKAM RAJA-RAJA IMOGIRI

Bagian Kesatu

Obyek, Kegiatan Daya Tarik Wisata

(1) Karakter obyek fisik meliputi konpleks Makam Raja-raja Imogiri, Giriloyo, dan Banyusumurup dijaga untuk diarahkan pada jenis wisata ziarah dan meditasi, serta diperkaya dengan berbagai daya tarik berupa kesenian local dan budaya masyarakat seperti pemukiman tradisional di sekitar bukit makam raja-raja, kerajinan batik keris, kulit, serta berbagai makanan tradisional pada warung-warung atau kios-kios wirausaha setempat.

(2) Pengembangan terhadap wisata alam, seperti perbukitan hutan dan sungai dilingkungan sekitar diorientasikan untuk olah raga senam, tracking, hashingserta bersepeda.

(3) Peningkatan kapasitas kawasan agar tidak melampaui kemampuan daya dukungnya, perlu dilakukan manajemen efektivitas waktu (time shift) kegiatan dengan daur yang tidak saling berimpit sehingga dapat saling mengisi.

Bagian Kedua

Pencapaian dan Rute Wisata

Pasal 12

(1) Akses menuju kawasan makam raja-raja dan pada jalur alternatif menuju kompleks makam raja-raja dan Giriloyo diadakan penghijauan dengan pohon perindang dan konservasi terhadap karakter perbukitan sekitar.

(2) Peningkatan karakter area parkir dilakukan dengan kegiatan penanaman pohon perindang, unsure gerabah, dan pencahayaan dimalam hari.

(3) Pengembangan jalur kunjung (linkage) diarahkan pada obyek lain seperti Pucung, Hutan Wanagama Mangunan, sentra-sentra kerajianan, Goa Jepang, dan Jalur Tracking di Wukirsari.

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Jasa Wisata

Pasal 13

Penyediaan fasilitas dan jasa wisata diarahkan dengan kegiatan :

a. Peningkatan informasi, kualitas guiding, fasilitas seperti pusat informasi dan museum obyek dan kerajinan  yang dilengkapi dengan booklet, leaflet, guide professional, jasa persewaan sekaligus arena informasi dan promosi batik tradisional;

b. Pengembangan cinderamata yang khas dengan memanfaatkan aneka potensi kerajinan dan idustri kecil local;

c. Penyediaan ruang pamer (show room) produk kerajinan keris, kulit, dan yang lainnya yang dibuat lebih akseksibel (mudah dicapai), dan dilengkapi dengan informasi jalur serta cara mencapainya dari lokasi kunjungan utama;

d. Penempatan aksesoris jalan (street furniture) dengan bentuk-bentuk produk kerajinan local yang khas untuk mempertegas karakter local dan dapat memberi informasi jalur menuju pemukiman sentra kerajinan;

e. Pengembangan dan penyediaan jasa boga dengan basis makanan dan minuman tradisional.

Bagian Keempat

Manajemen Tata Ruang

Pasal 14 

(1) Lingkungan yang dijaga dan dilestarikan meliputi obyek budaya seperti kompleks Makam raja-raja Imogiri, kompleks Makam Giriloyo, kompleks Makam Banyusumurup, permukiman tradisional, dan obyek alam seperti perbukitan, hutan, sungai, area pendukung yang hiaju, sawah serta tegalan.

(2) Pengembangan berkala dan menengah dilakukan di sekitar area parkir dan pusat-pusat kerajinan.

(3) Pengembangan berskala kecil dilakukan di sekitar jalur menuku Kompleks Makam Giriloyo, Kompleks Makam Raja-raja Imogiri, Kompleks Makam Banyusumurup dan jalur menuju sentra-sentra kerajinan yang berada di sekitarnya.

Bagian Kelima

Manajemen Fungsi

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pengembanangan kompleks makam Raja-raja diarahkan dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat khususnya pihak-pihak pelayanan wisata (juru kunci, persewaan pakaian, pemandu dan pedagang) Kraton Yogyakarta dan Surakarta, Pemerintah Desa serta berbagai lembaga masyarakat di lingkungan obyek wisata.

(2) Pengembangan terhadap keadaan fisik obyek wisata dan berbagai aktifitas pelayanannya dilakukan dengan optimalisasi kondisi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan.

Paragraf  Kedua

PENGEMBANGAN KLUSTER KOTA IMOGIRI

Bagian Kesatu

Obyek , Kegiatan dan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

(1) Karakter fisik Kota Imogiri yang dilestarikan meliputi keberadaan jalan utama, bangunan rumah took (shop Houses) tradisional, Pasar Imogiri dengan situs lumping watu di tengahnya, rumah bupati makam raja-raja di Yogyakarta dan Surakarta, serta pemukiman tradisional.

(2) Kegiatan perdagangan tradisional perlu di angkat sebagai aktivitas yang dapat menarik wisatawan, di samping kemungkinan menyelenggarakan festival Imogiri dengan berbagai atraksi tradisional.

(3) Peningkatan daya tarik wisata dilakukan dengan menjaga karakteristik tradisional dengan mempertahankan pohon-pohon besar yang masih ada.

Bagian Kedua

Pencapaian dan Rute Wisata

Pasal 17

(1) Pengalokasian parkir diarahkan pada ruang-ruang bukan badan jalan dan pemanfaatan jalur alternatif untuk membuat sepasang jalur satu arah .

(2) Pengkaitan rute dengan obyek daya tarik wisata lain diarahkan ke Pleret , KotaGedhe maupun kluster makam Raja-raja.  

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Jasa Wisata

Pasal 18

Penyediaan fasilitas dan jasa wisata diarahkan pada kegtiatan :

a. Pemanfaatan rumah Bupati, makam Raja-raja Yogyakarta dan Surakarta sebagai obyek wisata dan tempat penyelenggaraan atraksi , pusat informasi ataupun atraksi tradisional yang berkaitan dengan Kraton;

b. Pengembangan system informasi terpadu yang mengkaitkan antara obyek , dengan memanfaatkan bangunan tradisional yang ada serta memultifungsikannya sebagai museum dan  pusat informasi wisata.

Bagian Keempat

Manajemen Tata Ruang

Pasal 19

(1) Pelestarian dilakukan pada bangunan dan situs seperti rumah bupati , Makam raja-raja, rumah lurah, bangunan rumah took ( Shop Houses) tradisional, pasar, karakter jalur, dan bentuk-bentuk arsitektur.

(2) Pengembangan dilakukan pada system prasarana berupa atribut, ruang jalan ( Drinase dan air limbah), permukiman ( Fasilita dan utilitas ), serta perbaikan jalan dan penghijauan

Bagian Kelima

Manajemen Fungsi

Pasal 20

(1) Pengembangan dilakukan dengan kegiatan optimalisasi obyek daya tarik di lingkungan kota Imogiri, yang akan dapat menambah lama kunjungan wisatawan karena adanya daya tarik selain kompleks makam raja-raja.

(2) Peningkatan lama kunjung diarahkan untuk membuka peluang usaha pelayanan wisata, khususnya bagi pemasaran dan promosi produk kerajianan dengan memanfaatkan Pasar Imogiri.

Paragraf  3

PENGEMBANGAN KLUSTER KEBONAGUNG

Bagian Kesatu

Obyek Kegiatan, dan daya Tarik Wisata

Pasal 21

(1) Pelestarian berbagai potensi pertanian diarahkan pada sawah, tegalan ,perikanan , system irigasi, sungai dan bendungan.

(2) Potensi pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembangkan menjadi aneka bentuk wisata olahraga luar ruang seperti wisata tirta, olah raga dayung, renang, tracking, Hashing, sepeda, pemancingan dan rumah makan terapung.

(3) Pengembangan lain dengan berbasis pada budaya masyarakat setempat dapat memanfaatkan potensi pemukiman tradisional, kesenian, kerajinan, makanan tradisional dan jasa boga.

Bagian Kedua

Pencapaian dan Rute Wisata

Pasal 22

(1) Pengembangan akses menuju Bendung Tegal sebagai focus kawasan diarahkan melalui tepi kawasan pemukiman ( melalui desa Sri Harjo).

(2) Akses alternatif dengan berjaln kaki diarahkan melalui pematang sawah sambil menikmati situasi permukiman tradisianal dan pertanian.

(3) Penybaran parkir diarahkan ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan memnfaatkan lahan kosong di sekitarnya, disertai kegiatan penghijauan dan penambahan fasilitas berskala kecil yang sesuai.

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Jasa Wisata

Pasal 23

(1) peningkatan daya tarik dilakukan dengan pembuatan museum Tani dan informasi kegiatan pertanian, serta permukiman tradisioanal dengan memanfaatkan bangunan-bangunan tradisional yang ada.

(2) Pembuatan fasilitas berskala besar diarahkan berada di ujung desa SriHarjo sehingga dapat membuka peluang kewirausahaan melalui fasilitas umum dan pelayanan wisata.

(3) Pengembangan di Desa Kebonagung diarahkan untuk menambah fasilitas pemancingan, jasa boga, fasilitas olah rga dan wista air serta saran keamanan wisata tirta.

Bagian Keempat

Manajemen Tata Ruang 

Pasal 24

(1) Pelestarian dilakukan pada lahan pertanian, badan air, system irigasi, perkampungan tradisional, pohon-pohon besar yang ada sehingga dapat memberikan nuansa karakter alam pedesaan.

(2) Pengembangan yang dilakukan di Desa Sriharjo diarahkan untuk fasilitas umum dan wisata, disamping yang berskala kecil di sepanjang jalur menuju Bendung Tegal dan sekitarnya yang diarahkan untuk fasilitas penunjang wisata tirta.

Bagian Kelima

Manajemen Fungsi

Pasal 25

(1) Keberadaan bendung tegal harus segera diikuti dengan kegitan penataan dan pengembangan lingkungan sekitarnya secara cermat dan proporsional.

(2) Kegitan wisata tirta dikembangkan antara lain pada kegiatan pemancingan olah raga dayung, berperahu atau sky air dan penyelenggaraan atraksi dapat dilakukan untuk lebih menghidupkan suasana.

(3) Pengenbangan selnjutnay diarahkan pada kegiatan diversifikasi pelayanan wisata seperti munculnya rumah makan terapung atau kios-kios produk perajinan.

Paragraf  4

PENGEMBANGAN KLUSTER GUA CERME

Bagian Kesatu

Obyek, Kegiatan dan Daya Tarik Wisata

Pasal 26

(1) Penjagaan karakter fisik utama diarahkan pada Gua dan Stalaktit dan stalakmit, sungai bawah tanah, sendang serta linkungan pegunungan,karst;

(2) Pengembangan dilakukan dengan pemanfaatan daya tarik alam seperti perbukitan, pohon-pohon besar, pohon peneduh dan lading tembakau yang ada di sekitar Goa Cerme;

(3) Kelengkapan kegiatan ritual seperti meditasi dilakukan / diarahkan pada kegiatan ilmiah dan pecinta alam, seperti penelitian gua ( sepeleologi ) atau penelusuran goa ( Caving);

(4) Pengembangan kegiatan aktif di sekitar kawasan meliputi penyediaan lahan perkamahan, pertunjukan kesenian tradisinal dan promosi kerajian local;

Bagian Kedua

Pencapaian dan Rute Wisata

Pasal 27

(1) Pengembangan jalur utama menuju gua membutuhkan simpul-simpul aktivitas atau penyajian potensi local di sepanjang jalur, selain dikembangkan juga jalur alternatif menuju gua dan keterkaitannya dengan obyek lain .

(2) Parkir ditata pada kelompok-kelompok kecil dan tidak dengan area parkir yang massif serta diintegrasikan dengan penambahan system informasi dan fasilitas wisata.

Bagian Ketiga

Fasilitas dan Jasa Wisata

Pasal 28

(1) Pengembangan system informasi diarahkan pada kegiatan penyediaan pusat informasi dan penelitian ilmiah, leaf let, booklet, dan pemandu (Guide) serta peyediaan fasilitas perkemahan dan kegiatan alam selain sarana-prasarana transportasi dan komunikasi.

(2) Warung dan kios cinderamata produk local dikembangkan di sepanjang jalur mendaki menuju gua pada tiap 200 (dua ratus) meter, ditambah dengan fasilitas kamar mandi dan kamar ganti selain penyediaan sarana caving.

Bagian Keempat

Manajemen Tata Ruang

Pasal 29

(1) Pelestarian di kluster Gua Cerme diarahkan ke gua dengan stalaktit dan stalakmitnya, sungai bawah tanah, sendang, pegunungan karst, serta lingkungan alam sepanjang jalur yang meliputi pohon-pohon besar dan pertanian tradisional.

(2) Pengembangan dapat dilakukan di sepanjang jalur menuju obyek, jalur utama menuju gua, sekitar tempat parkir, dan ruang-ruang terbuka sekitr gua.

Bagian Kelima

Manajemen Fungsi

Pasal 30

(1) Pengembangan secara optimal diarahkan kepada penyediaan sarana warung makan, tempat parkir dan kamar mandi, Karena posisi obyek yang ada sekarang berada di antara kompleks makam raja-raja dan bendung tegal Kebonagung.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas wisata yang telah berjalan , didukung dengan kegiatan penataan kondisi lingkungan dan pengturan kunjungan wisatawan sehingga tidak saling terganggu kepentingannya.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 

Pasal 31

(1) Pengelolaan umum pengembangan kepariwisataan di Imogiri berlandaskan pada Peraturan-peraturan daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Dinas / Instansi terkait.

(2) Pengelolaan khusus pelestarian budaya dapat dilakukan melalui komite atau badan peraturan dan pengelolaan bangunan khusus kawasan-kawasan bersejarah di Derah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan masyarakat, pakar, dan dinas / instansi terkait.

(3) Pengelolaan yang berbasis masyarakat setempat dapat dilakukan dengan dasar musyawarah komite pengelolaan Kawasan Imogiri, yang beranggotakan masyarakat dan para pakar terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 32

Pelaksanaan RDKP ini berbentuk program dan kegiatan pengembangan pariwisata yang dapat diselenggarakan oleh perseorangan, masyarakat, koperasi, pihak swasta dan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian ,aspirasi yang berkembang dan peran aktif masyarakat.

Pasal 33

Pengendalain Pelaksanaan RDKP diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 34

(1) Kegiatan pengawasan, sebagaimana dimaksud Pasal 33, dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

(2) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 33, dilaksanakan dalam bentuk dan pengenaan sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan , dan pengendalian pembangunan pariwisata dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Dinas Pariwisata.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Buku laporan akhir dan rangkuman penyusunan RDKP Imogiri merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan dan sosialisasi keputusan bupati ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 Desember 2000

-------------------------------------------

Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 30 Desember 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                           A   S   H   A   D   I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
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